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Produk hukum tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Paser yakni
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
peraturan ini mengatur bahwa setiap kepala desa wajib memenuhi persyaratan
yakni bersedia bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat terhitung sejak
dilantik. Di dalam Peraturan Daerah ini juga menyebutkan kepala desa dapat
diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala desa. dalam
mekanisme pemberhentian ini Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan
kepada bupati melalui camat.

Di desa Pulau Rantau terdapat asumsi bahwa kepala desa selama menjabat,
kepala desa yang terpilih tidak bertempat tinggal menetap dengan rumah
permanen di Desa Pulau Rantau sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah
Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini sudah terjadi
sejak lama sebelumnya kepala desa yang menjabat selama 2 periode dengan
selang waktu 12 tahun juga tidak bertempat tinggal di desa selama menjabat.
Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga legislatif di tingkat desa juga tidak
melakukan musyawarah usul pemberhentian kepala desa sebagaimana Peraturan
Daerah Kebupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 38 Poin M
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan
Kepala Desa. Dan mengetahui dampak dari permasalahan Pasal 38 Poin M
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa
Di Desa Pulau Rantau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 3 orang
Badan Permusyawaratan Desa dan 10 orang masyarakat Desa Pulau Rantau.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan
Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa
studi kasus pemilihan kepala desa Pulau Rantau ini belum terlaksana, terlihat dari
kepala desa yang tidak bertempat tinggal sebagaimana diatur di dalam peraturan
daerah. selain itu terdapat kendala seperti komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi
peraturan tersebut, sumber daya yaitu penegakan hukum yang dilakukan dalam
penegakan peraturan daerah ini. penelitian ini menemukan bahwa dampak
permasalahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Paser berupa kendala administrasi
dan hubungan antara kepala desa dengan masyarakat yang tidak dekat dan hanya
berinteraksi jika ada hal penting saja dikarenakan rumah kepala desa yang jauh.
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